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KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoritis

1. Aset Tetap

Aset tetap dalam ED PSAK 16 (revisi 2011) adalah aset berwujud yang: (a)
dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa
untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b)
diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Istilah aset tetap dalam bahasa Inggris yang sering digunakan ialah
property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment is defined as
tangible assets that are held for use in production or supply of goods and
services, for rentals to other, or for administrative purposes; they are expected
to be used during more than one periode (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara
relatif memiliki sifat permanen seperti, peralatan, mesin, gedung, dan tanah.*

Dalam ED PSAK 16 (revisi 2011), biaya perolehan aset tetap harus diakui
sebagai aset jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar entitas akan
memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan (b) biaya
perolehan aset dapat diukur secara andal. Setelah pengakuan awal, entitas dapat
memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur aset tetapnya menggunakan

model biaya atau model revaluasi. Dalam model biaya, aset tetap dicatat sebesar

ICarl S Warren et al., Pengantar Akuntansi. (Jakarta: Salemba Empat, 2016) him. 494.
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biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan
nilai aset. Sedangkan model revaluasi, aset tetap yang nilai wajarnya dapat
diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada
tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi
penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi Aset Tetap

Menurut Atikasari dan Handayani (2017), revaluasi aset tetap adalah
penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai
aset tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan
keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain.

Susi Siswati (2015:7) menyatakan bahwa revaluasi adalah proses
pencatatan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan
dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
Revaluasi juga harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk
memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan jumlah
yang ditentukan dengan nilai wajar pada tanggal neraca, selain itu revaluasi juga
mempunyai dua konsekuensi yaitu increment (kenaikan nilai aset) dan
decrement (penurunan nilai aset).

Dalam tesisnya yang berjudul Fixed Asset Revaluation: Management
Incentives and Market Reactions, Ink Tay (2009) menyatakan bahwa

“An upward revaluation refers to the incremental value of an asset’s book

value whereas downward revaluation means that the net current value of
the asset has fallen below its book value. An upward revaluation of fixed-

assets increase the value of shareholders’ equity and the value of the



fixed-assets involved. Upward revaluations also decrease financial-
leverage ratios, such as debt-equity ratios.”
Yang artinya kenaikan nilai aset maksudnya nilai buku aset mengalami
penambahan nilai, sedangkan penurunan nilai aset berarti nilai bersih aset saat
ini turun dibawah nilai bukunya. Kenaikan nilai aset meningkatkan nilai ekuitas
pemegang saham dan nilai aset tetapnya itu sendiri. Kenaikan nilai aset juga
dapat menurunkan rasio leverage keuangan, seperti rasio utang-ekuitas.

PSAK 16 menyatakan, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi,
maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan kenaikan tersebut
harus diakui dalam laba rugi sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat
revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Namun, jika jumlah
tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba
rugi dan penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain
selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk
aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain
mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Dalam Buletin Teknis 11: Revaluasi Aset Tetap menjelaskan hubungan
revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak, antara lain:

a. Revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada peraturan
perpajakan, yang diantaranya mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak
dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun, dapat
dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap, masa manfaat aset

tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh



untuk kelompok aset tersebut, dan dasar penyusutan aset tetap adalah
nilai pada saat revaluasi aset tetap.

b. Sedangkan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi mengikuti
ketentuan dalam PSAK 16: Aset Tetap. PSAK 16 menyatakan bahwa
revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler
untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material
dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada
akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka
seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

c. Entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk: (a) tujuan
akuntansi; (b) tujuan pajak; atau (c) tujuan akuntansi dan pajak. Jika
entitas melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak, maka
entitas mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset
tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sesuai PMK

233/2015.

Revaluasi memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan (Reyes

& Haniyah, 2020). Keuntungannya adalah sebagai berikut:

a. Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan bersih yang wajar, sehingga
pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih
tepat dan akurat.

b. Perbedaan dalam revaluasi juga akan meningkatkan struktur
permodalan sendiri, yang artinya rasio utang dengan ekuitas atau debt to
equity ratio (DER) meningkat.

c. Dengan meningkatnya DER, perusahaan dapat menarik dana melalui

pinjaman dari pihak ketiga atau dengan menerbitkan saham.



Selain itu, kerugian dari revaluasi adalah sebagai berikut:

a. Kenaikan beban penyusutan dibebankan pada laba rugi atau dibebankan
ke dalam biaya perolehan barang yang terjual.

b. Dalam hal perpajakan, selisih revaluasi merupakan objek pajak
penghasilan final.

3. Pajak

Dalam (Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2018)

beberapa ahli pajak mendefinisikan pajak sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara
individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran

pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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4. Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aset Tetap

Pelaksanaan revaluasi aset tetap mengacu pada pasal 19 ayat (1) UU Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan UU Nomor
36 Tahun 2008.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1
ayat (1) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan pada
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
merupakan objek pajak penghasilan. Dalam pasal 11 ayat (5) menyatakan
bahwa apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas
harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 perusahaan dapat melakukan
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan
syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak
terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Wajib pajak yang
dimaksud adalah badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Untuk
melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi
wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan. Dan penilaian
kembali aktiva tetap hanya satu kali dalam kurun waktu 5 tahun sejak terakhir
kali melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap

tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan
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oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari
pemerintah. Apabila nilai wajar atau nilai pasarnya tidak mencerminkan yang
sebenarnya maka Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk
menetapkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Dalam PMK Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK
Nomor 191/PMK.010/2015 menetapkan bahwa aktiva tetap dapat dilakukan
terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak
di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun.

. Tarif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Tarif pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
semula sebesar 10% yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
79/PMK.03/2008 bersifat final. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.03/2015 wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap
untuk tujuan perpajakan dengan mendapat perlakuan khusus apabila
permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Perlakuan khususnya
berupa pengurangan tarif pajak penghasilan yang bersifat final. Berikut tabel

tarif revaluasi aset tahun 2015-2016.

Tabel I11.1 Tarif Revaluasi Aset Tahun 2015-2016

Tarif Waktu

3% s/d 31 Desember 2015
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4% 1 Januari — 30 Juni 2016
6% 1 Juli — 31 Desember 2016
Sumber: Diolah oleh penulis 2020
Rasio Solvabilitas

Menurut Suparna Wijaya (2017:7), rasio solvabilitas merupakan rasio yang
umum digunakan oleh investor untuk mengukur performa keuangan
perusahaan. Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam membayar utang, baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Rasio yang umum digunakan adalah Debt to Assets Ratio
(DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER).

Apabila rasio solvabilitas semakin besar, maka menunjukkan kemampuan
yang buruk suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.
Sebaliknya, semakin rendah rasio solvabilitas, maka menunjukkan kemampuan
yang baik suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan (Hayat, et al., 2018)
menjelaskan bahwa DAR digunakan untuk mengitung seberapa besar dana yang

dipinjam perusahaan telah digunakan untuk membiayai aset. Dengan rumus:

DAR = Total Hutang / Total Aset

Sedangkan DER digunakan untuk mengukur jumlah dana yang disediakan
oleh kreditur dengan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Dengan

rumus:

DER = Total Hutang / Total Ekuitas
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7. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis

dan dijadikan referensi, yakni:

a. Barbara Gunawan dan Garin Yunia Hapsari (2018), “Analisis Penilaian
Aset Tetap PT. Garuda Indonesia (Persero) Thk dalam Meminimalkan
Beban Pajak Penghasilan dan Upaya Mengontrol Permodalan”. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tindakan revaluasi aset tetap
yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikatakan
belum mampu menghemat beban pajak penghasilan karena beban pajak
yang harus disetor perusahaan sebelum revaluasi aset tetap sebesar USD
8.425.842, sedangkan setelah melakukan revaluasi aset tetap sebesar
USD 55.209.041. Beban bunga pinjaman yang dikeluarkan perusahaan
boleh seutuhnya diakui sebagai beban dan tidak perlu dikoreksi fiskal
karena telah sesuai dengan peraturan, tidak melebihi batas maksimal.

b. Hudan Akbar Ramadhan (2013), “Analisis Revaluasi Aset Tetap
Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. INKA
Madiun”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa revaluasi aset
tetap yang dilakukan oleh PT. INKA (Persero) tidak dapat memberikan
penghematan pajak bagi perusahaan karena jumlah beban pajak yang
harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi
aset tetap sebesar Rp. 11.036.472.640 dan setelah melakukan kebijakan
revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar
Rp. 21.730.942.431.

c. Adika Brata Supandi dan Suparna Wijaya (2017), “Analisis Revaluasi

Aktiva Tetap Pada PT Indonesia Power”. Hasil yang diperoleh dari
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penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap untuk tujuan
perpajakan dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, revaluasi
aktiva juga dapat memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak
penghasilan untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi
lainnya, yaitu performa keuangan yang meningkat.

d. Muhammad Nur dan Rischara Tara Sagala (2017), “Revaluasi Aktiva
Tetap Terhadap Beban Pajak dan Peningkatan Nilai Aset Pada PT
Wiveris Herbatama”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
menunjukan bahwa beban pajak setelah revaluasi aset pada PT Wiveris
Herbatama ternyata lebih besar dari sebelum revaluasi aset. Nilai aset
dalam laporan perubaha harta (Neraca) lebih besar dibanding sebelum
revaluasi. Pemerintah diharapkan terus dapat memberikan stimulus
pajak kepada Wajib Pajak yang menambah pendapatan negara. Bagi
Wajib Pajak sebaiknya tidak melakukan revaluasi atas aset berupa tanah,
karena tanah tidak dapat disusutkan menurut aturan pajak dan PSAK.

e. M. Reza Pahlepi dan Septi Wifasari (2018), “Analisis Perencanaan
Pajak Melalui Revaluasi Terhadap Aset Tetap Pada PT. Sanggar
Elegance Indah”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan
bahwa kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sanggar
Elegance Indah berdampak pada meningkatnya nilai buku aktiva tetap
tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada

aktiva tetap yang direvaluasi pada tahun 2012.

B. Kerangka Berpikir

Peneliti membuat kerangka berpikir agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini

dilakukan untuk menganalisis revaluasi aset tetap pada PT Waskita Karya (Persero)
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Tbk sebagai pelaksanaan paket kebijakan ekonomi jilid V yakni revaluasi aset tetap
untuk tujuan perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengambil data
yang diperlukan selama penelitian yang diperoleh melalui annual report perusahaan
tahun 2015. Selanjutnya, dapat diketahui mengenai beban pajak penghasilan
perusahaan dan performa keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam DAR dan
DER. Setelah mengetahui manfaat dilakukannya revaluasi aset tetap, dapat diambil
kesimpulan mengenai analisis revaluasi aset tetap pada PT Waskita Karya (Persero)

Tbk. Berikut adalah kerangka pemikiran:

PT Waskita Karya Persero Thk

Data Sekunder: Annual Report
Tahun 2015

Beban Pajak Penghasilan Debt To Asset Ratio dan Debt To

Equity Ratio

Analisis

Hasil Analisis dan Kesimpulan

Gambar 11.1 Kerangka Berfikir
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C. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan cara

menggambarkan, menjelaskan, atau melukiskan secara terperinci berdasarkan data

dan fakta yang ada.

2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan selama tahun pengamatan 2014 — 2015.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan

dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

C.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan yakni mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi dapat diperoleh
melalui buku, jurnal online, peraturan-peraturan, maupun sumber tertulis lainnya
baik dalam media cetak ataupun elektronik.

Penelitian ini memperoleh data dari website resmi PT Waskita Karya
(Persero) Tbk berupa annual report tahun 2015.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan terlebih dahulu data aset perusahaan,
data revaluasi aset perusahaan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif

lainnya tahun 2014 dan 2015, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tahun
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2014 dan 2015. Pertama, penulis membandingkan nilai aset perusahaan sebelum
dengan sesudah dilakukannya revaluasi aset. Kemudian, penulis menghitung
besarnya pajak final atas selisih revaluasi aset tetap sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Selanjutnya, penulis melakukan analisis perbandingan beban pajak
penghasilan terutang ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap
dengan setelah melakukan revaluasi aset tetap untuk mengetahui apakah revaluasi
aset tetap mampu dalam meminimalkan beban pajak penghasilan terutang.
Setelah itu, untuk melihat keuntungan dari revaluasi aset yang dapat memperbaiki
performa keuangan perusahaan, penulis menghitungnya yakni menggunakan

rumus DAR dan DER.
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